BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 292 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan
Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, perlu menyusun
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan, dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan;
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Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyvolali Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 119);

9, Peraturan Daerah ............
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Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
LLembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bovolali Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 225},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 550);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 66);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk
periode tertentu, tahun anggaran yang dimulai pada tanggal ditetapkan dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang didahului dengan penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

b. menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;

c. memadukan dan mensinergikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, dan

d. mendukung terlaksananya pembangunan daerah Tahun 2019 oleh seluruh
pelaku pembangunan.

Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, meliputi:

a. evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun

berjalan sampai dengan Triwulan 1 dan capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah:;

prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019; dan

d. perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun
2019.

(2) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan perbandingan alokasi anggaran dan jumlah
kegiatan sebelum dan sesudah perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah secara terinci tiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 Jub 2019
BUPATI BOYOLALI,

gl

ASENO SAMODRO
Diundangkan di Boyolali
pada tanggal ¢ 2w 2019 FF:';’W :
SEKRETARIS DAERAH {Bagian Hukum

EN BOYOLALL f ...
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BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 29



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta sebagai landasan Perubahan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan
Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019, perlu menyusun
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2019;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi Perkembangan vang
tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah,
kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan, dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Bovolali Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725),;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bovolali
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2010 Nomor 3},

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 119];

9. Peraturan Daerah .. .............



10.

11.

12.

13.

19,

18.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 550);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 66);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 15};
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bovolali
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 Nomor 10);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali untuk
periode tertentu, tahun anggaran vang dimulai pada tanggal ditetapkan dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang didahului dengan penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

b. menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dalam rangka penvelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;

c. memadukan dan mensinergikan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019; dan

d. mendukung terlaksananva pembangunan daerah Tahun 2019 oleh seluruh
pelaku pembangunan.

Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, meliputi:

a. evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun
berjalan sampai dengan Triwulan 1 dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan;
rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;

c. prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019; dan

d. perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun
2019.

{2) Uraian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan perbandingan alokasi anggaran dan jumlah
kegiatan sebelum dan sesudah perubahan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah secara terinci tiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali,

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal & 3w 2019
BUPATI BOYOLALI,

-—v__.,,:,[__

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal © Suu 2019

SRETARIS DAERAH
AT BOYOLALI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOYOLALIL,

AGNES SHI/SUKARTININGSIH
Pembina Tfngkat |
NIP. 19671102 1994032009
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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat. RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembawgunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan
RKPD dan Rencana Kerja (Renja) perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya
dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan
keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau



b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam hal terjadi
penambahan kegiatan baru pada Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang tidak terdapat dalam RKPD,
perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun
ketentuan untuk penambahan kegiatan baru tersebut karena
terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat,
keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-
undangan vang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
Pernambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti
dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam
Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja
Perangkat Daerah,

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagai mana diuraikan di atas
meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b.target penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu Kkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2017 dijelaskan pula bahwa dalam hal keadaan darurat
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,
pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu
untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya
ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2019. Perubahan RKPD
Tahun 2019 disusun dengan tahapan sebagai berikut: (1)
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019; (2)
Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2019; dan
(3) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2019.
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Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun
berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka
ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Renje
Perangkat Daerah Tahun 2019 Triwnlan 1 yang disampaikan
oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D).
Kemudian BP3D merumuskan hasil evaluasi ke dalam
rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019. Selanjutnya surat
edaran yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD
Tahun 2019 disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah
untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan
perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun
2019. Dalam Perumusan -Rancangan Akhir Perubahan RKPD
Tahun 2019, Kepala BP3D melakukan verifikasi terhadap
Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019,
Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 yang telah di verifikasi, BP3D menyempurnakan
rancangan Perubahan RKPD Tahun 2019 menjadi rancangan
akhir Perubahan RKPD Tahun 2019. Selanjutnya Perubahan
RKPD Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Boyolali.

Peraturan Bupati Boyolali tentang Perubahan RKPD
Kabupaten Boyolali Tabun 2019 selanjutnya menjadi landasan
penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah

untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Boyolali Tahun
2019.

. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan
perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019, sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
<3



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antaia Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Norr.xor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolaii Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerali Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Boyolali Tahun 2011-2031;

o
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16.

17.

18.

19.

20,

21

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan PDaeral Kabupaten Boyolali
Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Boyolali Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun
2019;

Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun

2019 adalah:

1:

Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun
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Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Perubahan APBD) yang didahului dengan Penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(Perubahan PPAS); dan

Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun
2018.

Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019

adalah:

1

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali
2019 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka
ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program RKPD
dengan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sehingga
tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar
wilayah, antar sektor pembangunan, dan amuar tingkat
pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan da-rah.

Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas
realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai
dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat,
provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun
Anggaran 2019; dan

Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat
prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami
pergeseran anggaran baik dari Pusat maupun Provinsi.

Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun

2019 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi
Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2019,

dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun

berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan meliputi:



Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonorai daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasdaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah,

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,;

Pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif,
penambahan atau vengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau
penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah,
sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
Perubahan kebijakan dan strateg:i baik di tingkat nasional
maupun di tingkat pemerintah daerah yang ddak perlu
merubah RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
Penambahan program/kegiatan yang bersumber dari
Bantuan Keuangan Provinsi Tahun Anggaran 2019 dan Dana
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 vang diakomodir
melalui  proses mendahului Perubahan APBD  Tahun
Anggaran 2019,

Kegiatan keperluan mendesak vang telah dianggarkan/
dilaksanakan melalui proses mendahului Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2019; dan/atau

Penyesuaian atas revisi DPA PD/PPKD triwulan | Tahun
Anggaran 2019,



BAB I
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019 DAN CAPAIAN

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1, Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan

Untuk melakukan evaluasi kinerja dengan menilai capaian

indikator kinerja program sesuai urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, hasil evaluasi dapat dilihat seperti dibawah

ini.

2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk
urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

2.1.1.1. Urusan Pendidikan
Salah satu hal faktor

kesejahteraan dan mendapatkan akses pemerataan ekonomi
adalah bidang pendidikan.

penentu  dalam mewujudkan

Kinerja pembangunan urusan
pendidikan terhadap target RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 ditun;ukkan dengan 17 indikator seperti yang
tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

TARGET [ — Bl
§ URUSAN/PROGRAM/ | SXCUR  \REALISA | 7aARGET |REALISASI status
| INDIKATOR KINERJA 0‘2016- 2017 2018 (2018) CAPAIAN
. 2021) - B
1 2 3 A 5 6 7
| | Layanan Urusan Wajib Terkait i | —
1 Pendidikan DISDIKBUD
Nilai Angka Partigipasi 82,00 73,40 | 78,80 75,22 ;
| Kasar (APK) PAUD usia 3- N\
' 6 tahun )
Nilai Angka Partisipasi 102,50 99,52 99,80 99,76
Kasar (APK) SD/SDLB/ Z 5
| Paket A N e
Nilai Angka Partisipasi 100,20 | 94,68 96,80 96,45
Kasar (APK) SMP/SMPLB/ I
| Paket B .
Nilai Angka Partisipasi 87,50 86,05 86,25 90,53
Murni (APM) SD/SDLB/ . |
| Paket A . N ]
Nilai Angka Partisipasi 75,50 69,13 | 70,50 74,54
Murni (APM) SMP/
SMPLB/Paket 3 |
Persentase peserta didik 0,03 0,03 0,03 [ 0,01 - : ;
SD/SDLB putus sekolah . . '
Persentase peserta didik 0,15 0,09 . 0,25 0,01 l
SMP/ SMPLB putus . . .
sckolah B | |




| T | TARGET ‘ |
URUSAN/PROGRAM/ | pouli (REALISA |1ARGET |REALISASI  statUs
INDIKATOR KINERJA (2016- 2017 2018 (2018) CAPAIAN
' 2021) | — e
i [ 2 | 3 a | s 6 7 |
| Persentase lulusan SD; | 99,50 98,46 | 99,00 96,75 |
| sederajat yang '
melanjutkan yang ke |
] jenjang SMP _— 7
| Persentase RK SD dalam 95,00 93,76 94,20 91,82 \ {E
kondisi baik l =
Persentase Ruang Kelas 98,70 7.08| 97,80 | 8532 | l
SMP kondisi baik | | ’g il
Persentase guru SD 62,50 59,00 55,12 55,61 ‘
bersertifikat pendidik | | ! . |
Persentase guru SMP 75,00 | 77,00 | 67,46 72,02 '
bersertifikat pendidik | l
Rasio Guru terhadap 20,00 13,50 16,50 14,25
| Jumlah Siswa SD A .
| Rasio Guru terhadap 20,00 14,79 17,50 16,50 C
he Jumlah Siswa SMP - | O I
Presentase Buta Aksara » 0,15 0,32 0,3 0,32 .
15 tahun . AR
Presentase SD 95,00 94,00 91,25 87,79 é
| | Berakreditasi minimal B s
I Presentase SMP 55,00 85,00 | 81,25 82,11 i
berakreditasi minimal B | -

‘ |
.= telah tercapai f } = akan tercapai ’ = perlu perhatian/upava keras

Mendasarkan kondisi capaian kinerja sebagaimana tersebut

di atas, dari 17 indikator urusan pendidikan, tclah tercapai
sebanyak 10 indikator, akan tercapai sebanyak 7 indikator,

2.1.1.2. Urusan Kesehatan

Kinerja pembar:;gunan urusan kesehatan ditunjukkan

dengan 54 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

ni,
Tabel 11.2
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan
| TARGET T | T e
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | So0UR  [REALISAS! | rapcer | rEauisast| status
KINERJA eth P 2018 2018) | CAPAIAN
) S 2021) - o |
1 2 3 4 5 (3 1 7
. 2 . "
{ 1.2 | Keschatan . Dinkes
[ ‘Cakupan kunjungan bayi 95 G2 85 115,15 ‘
! |
[ " Cakupan pelayanan anak balta | 95 . 82 T 85 9330 6
| | | e
| Prosentase Puskesmas | 100 100 10C 100
’ melaksanakan pelayanan Lansia ‘
\
Prosentase Balita kurus yang 90 88 85 100 i
mendapat makanan tambahan .
Cakupan kepesertaan jaminan | 40 39 38,9 42,98 .
keschaten nasional bagi
masyarakat/ penduduk miskin | -




[ [ T TARGET | W - .
| URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | p(tR  REAUSAS! | rapcer | Reausasi| status
KINERJA poegag 2017 2018 (2018) | CAPAIAN
| 2021 | IR | A !
Prosentase ketersediaan obat dan ‘ 90 75 90 93
perbekalan kesehatan 7 . 7
[~ Proporsi pembinaan daa | as | 25 35 a5 _
pengawasan pe-layanan . _
kefarmasian o Y | SN U
Proporsi pembinaan dan 45 25 35 15 _
pengawasan Produksi, distribusi ‘ _
makanan, dan minuman v
| Angka kesakitan DBD (Incident 47,5 S0 49 12,70 =t
rate/IR) ‘ ' _
Angka kematian DBD (CFR) T 16 1,9 1.8 3 . |
[~ | Prosentase Jumiah orang yang 50 10 20 87| .
ditest HIV dan menerima hasil ‘ ,
dan kelompok resiko ‘
Angka keberhasilan pengobatan = 85 — a5 70 T 95,77 | -
TH yang terkonfirmasi .
Persentase desa/kel. yang 50 20 30 41,19
melaksanakan kegiatan Posbindu o
PTM - T e
Calcupan Desa UCIH 100 100 100 100 .
Puskesmas Terakreditasi 10 17 | a3 '
Calcupan Rawat Jalan (Pusk) 15 15 15 _ 45,41 . =
| Cakupan Rawat Inap (Pusk) 1.5 1.5 1.5] 0,97 AN./I,,. 1
Cakupan respon aduan kegawat | 50 100 90 | 100 | |
daruratan kesehatan yang , , _ ‘
L ditangani N J == A |
Cakupan SPM di Puskesmas 100 100 | 100 | 100
{(Upaya Kesehatan Masyarakat) , .
Cakupan SPM di Puskesmas 100 100 100 100 |
(Upaya Kesehatan Perorangan) .
Cakupan Puskesmas Memenuhi 20,69 6,80 10,35 10,35 .
Standar Pemenkes . . ]
Dokter dan tenaga keschatan 50 10 20 23
dikirim pelatihan .
Rasio dokter 17,0 s 155 25,11 .
Rasio dokter gigi 5,0 4 4,8 3,52 D d
4 | il | B———.. -
r Rasio perawat 100,3 B8 92,4 97 .44 | ‘
| ~ | Rasio bidan o 58,4 57 57.0 55,20 ‘iDI
} - i ! o e — S— =
| Prosentase Puskesmus ﬂ 100 20 | 20,0 38,46
| melaksanakan simpus /\
terintegrasi _ ,
| Cakupan Desa/ Kel Siaga Aktif 120 69 80 04 ..
Mandin |
Proporsi Rumah tangga sehal 75 82 72 83,33 .
| Cakupan Desa STEM 267 70 150 | 97 D
PA Tingkat hunian (Bed Occupancy 73 65 82.4a | oS58 ..\U,I
Rate BOR)
| Lama unggal (Length of Stay/ 5 — <433 3.95 129 | —
LOS) , '
_ Turn Over Internal (TOI) n 2 1.8 1,51 1.83 ‘ 1
| | @

- 10-



TARGET [
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | ~FFUR - REALISAS! | rapapr | REALISASI | sTATUS
KINERJA , 2017 2018 {2018) CAPAIAN
(2016- 01
2021) B
Bed Turn Over (BTO) 46 L 65,34 69,39 | .
Angka kematian murni (Net Death 0 0,25 1,32 1,866 | ZS =
Rate/ NDR) | |
Gross Death Rate (GDR) =i 1 0,9 ] 22 3,633
| | ’
Sones 18 AN
Pemenuhan standar sarana dan | 80 55 | 80 | 68,93 | f
prasarana rumah sakit ; ‘ | |
Pemenuhan standar pelayanan 85 100 | T 68,03 | .
kesehatan rumah sakit o A
WW | Tingkat hunian (Bed Occupancy 84,21 81,65 72 [ 52 A
| Rate/ BOR) o S |
' Lama tinggal (Length of Stay/ 6 3,72 5,25 4.2 i
LOS)
}-——x - - _—— e ———
| Turn Over Internal (TO]) 2| 1,48 | 2] 4.3 |
‘ — ! ‘ | ,g_
i Bed Turn Over (BTO) 59,81 68,21 47 46 :
Angka Kematian Murni (Net 1| R T R :
Death Rate/ NDR .
| Gross Death Rate (GDR) 2,01 2,3 -1 3 .
Pemenuhan standar sarana dan | 95 | 70 65| 65 .
| prasarana rumah sakit
| Pemenuhan standar pelayanan 95 75 60 65 | ‘
| kesehatan rumah sakit J!
| Tingkat hunian (Bed Occupancy 75 60 | 70 | a7
Simo | Rate/ BOR) / N\
| Lama tunggal (Length of Stay/ 6 4,5 454 | 307 | am
LOS) .
Turn Over Internal (TOI) N I 4 1.87 341 a
) @
Bed Turn Over (BTO) +8 a5 47.5 56.32 .
' Angka kematian murni (Net Death 0,5 1| 0.25 0,77 .
Rate/ NDR) . : |
Gross Death Rate (GDR) 1 2] 0.83 1,56 | :’ -
| Pemenuhan standar sarana dan | 100 60 65 65 |
prasarana rumah sakir .
Pemenuhan standar pelayanan 100 50 63 63 | . I
kesehatan rumah sakit N i | _

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan kesehatan, dan

54 indikator, telah tercapai sebanyak 40 indikator, akan tercapai

sebanyak 13 indikator dan 1 indikator

indikator yang perlu upava keras tersebut yaitu :

murni (Net Death Rate/ NDR) di RSUD Simo .

2.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

perlu upava keras.

3
i

Angka kematian

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan

dengan 19 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

EE Y e




Tabel 11.3

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

‘ TTARGET |~ [ ]
' IR EAL 1 ‘ . saar | o .
URUSAN/PROGRAM/ QSMD anon T | mancEr REALISASI |  STATUS
: INDIKATOR KINERJA 2016- 2017 2018 (2018} CAPAIAN
) - 2021) || .
| 1 2 3 4 l 5 i 6 7
| Pekerjaan Umum dan Pesatasn r DPU PR
1.3 | Ruang | | DISHUR
Gabungan Petani Pemakm Air 16 3 ' 3 v '
(GPIA) yang melaksanakan
pengelolaan irigasi secara |
_parusipatif : ! — e ———
Prosentase jaringan jalan dalam 317,28 583,94 | 402,61 402,62
Kondiss batk
Terhubungnya pusat-pusat 7.125 1 2934 7,534
Kegiatan dan pusat produksi di .
wiluyuh kab boyolali dengan |
pembangunan jal{m baru (km| " — ; . *
Panjang talud tebing sunga: yang 7.032 1000 464 01 50 ‘
dibangun ‘
| Panjang Talnd jalan yang 5.844,63 4292 883,495 | S84 B
dibangun
| Panjang Jaringan Jalan yang ’ 131,20 25 T 20,472 20.47 ;A.‘ S
| dipertahankan Dalam Kondin: . .
ik |
' [Panjang drainase dibangun 8.240 5978.2 |  6.740 6622 |
sebaga: bangunan pelengkap : :
| jalan '
| Luss sawah yang dapat dialiri air | 873767 1000G ’ 8.570,71 | B.3a1,3 :
irigas: untuk pertanian rakyat ' l ' ‘ A
pides sistem  irigasi yang sudah |
L adn | - e
Teraedianya air baku Malalu) ; 449 5 ] 5
pembangunan embung |
LD Ne——— i — - 4
Bertambahnya sanitas: berupa 34 5 6 [ ‘
IPAL [ ’
[ | Tersedianya data potens: mir ‘ 16 | 0 3 1 10 1
| bawah tanah (data potens: air | |
tanah/Sumur Up) l
e ypesn | SRS o R
Sambungan Rumah terbangun [ 428 325 350 | 350
untuk mendapatkan akses air | | |
minum yang aman/Cakupan
rumah tangga pengguna air ‘ ’
Lersih | =] = — e s i
Penambahan thk lampu J 10.240 0 | 2,000 | 66K
I
| Desa/kelurahan Terbangun gl 160 3 ‘ 20 20
‘ infrastrukturnya .
SIUJK vang diterbitkan 245 V a0 40 | &2 I V
‘ | ‘
‘ - ——
| Tersusunnya Dokumen Rencana 11 | 2 8 s
Detail Tata Rusng (RDTR) .
Tersusunnya peta dasar RDTR S E] ) 2 i
Pelaysnan Legalisasi rekomteks 1.4490 240 T 240 | =240 ol
| IMB .
| Pelayanan Legaliras: site plan | 288 7 0 48 a8 .




Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang,

capaian irdikator urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 19 indikator telah

tercapai sebanyak 14
indikator,

pencapaiannya.

sebanyak 2

indikator,

akan

tercapai

sebanyak 3

2.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawan Permukiman

Kinerja pembangunan urusan

dengan 2 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel I1.4
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perumaan

—_—

indikator perlu usaha keras untuk

pendidikan ditunjukkan

TARGET | i

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR 3}33‘5 “?"A‘;{ﬁﬁs’ TARGET | REALISASI| STATUS

KINERJA 2017 2018 (2018) CAPAIAN

(2016- 201 ‘
= 2021) i |
1 2 3 “ 3 6 7

. 4 | Perumahan dan Kawasan T R |
14 | pemukiman i I

Terwujudnya pembangunaa rumah 890 - A
tidak layak huni i faks i l
I Terwujudnya Lantuan stimulan rumah —
tidak layak huni bagi Gakin 2258 1000 999 A ‘
S | | 2

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Perumahan Rakyar
dan Kawasan Permukiman, capaian indikator urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukimar sebanyak 1 indikator telah
tercapai, 1 indikator akan tercapai.

2.1.1.5. Urusan
Masyarakat

Kinerja pembangunan urusan Ketertiban Umum
21

Ketertiban Umum dan Perlindungan

dan

Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan indikator

seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.5
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat

TARGET
URUSAI/ PROGRAM/ AKHIR RPuMD  REALISAS! |rapcer | rEausast| status |
' INDIKATOR KINERJA (2016- 2017 | 2018 {2018) CAPAIAN
; 2021) B | | =
1
| i ] 2 3 “ 5 . 6 7
— e - — — ———
| Keteotraman dan Ketertiban ‘, \ SATPOL P
1.5 Umum Serta Perlindungan ' s h?zpsag\_‘ al
Masyarakat | | POL !
| Cakupan konflik antar ' 100 42,86 57.14 | 57,14
| kelompok masyarakat yang | ‘
| ditangani '1 =t }

<13



URUSAN/PROGRAM/
l INDIKATOR KINERJA

Prosentase LSM vang
mempunyai SKT (Surat
Keterangan Terdaftar)

dalam pemilihan umum

-

| Tingka® ;ﬂuti:upasi masyarakat |

AKHIR RPJMD
(2015-

82,00

‘Caku;uux wé‘xahsasx/ fasilitasi
wawasan kebangsaan pada
sekolah setingkat SLTA

Fasilitasi penyelenggaraan

Keguatan keagamaan

Kegiatan penyiapan tenaga,
pengendalian kebisingan dan
pengendalian keamanan
lingkungan

| Kegiatan pengendalian
keamanan lingkungan

nilai-nilay wawasan
| kebangsaan.

——

antar umat beragama

Cakupan Sosialisasi

| Pencegahan, Pemberantasan
| Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba
(PaGN)

Cakupan penyelesaian kenflik

190

| TARGET

2021

100

REALISAST |

TAHUN
2017

2018

93.9 96.34

Kegiatan umui(’operasi
penyakit masyarakat

80

65.12

22

19

100

1.26

- |
w|

‘ Peningkatan Kebijakan dan
Kelembagaan

90

| Penmigkatan Kajian Risiko dan
| Perencanaan Terpadu

Peningkatan Sistem Informasi,
Dikiat dan Logistik

Peningkatan Penanganan
Tematik Kawasan Rawan
Bencana

Peningkatan Efekuvitas
Pencegahan dan Mitigasi
| Bencana

i Peninghkatan Kesiapsiagaan
dan Penanganan Darurat
Bencana

| Peningkatan Sistem
Pemulinan Bencana

Ke tersediann kebyakan (i’;:zi{hf-

B

Kc(crscdmaanmbaga (buah)

e

i
1
|
J 27.5
|

12,1

\
27

| Tingkat waktu tanggap rata-
rata se-Kabupaten (mnt)

20 7. VX

L&)
&
[V

9,7

TARGET

REALISASI | STATUS
(2018] CAPAIAN
96,34 | .
80 __.
05, D’* '
22 e

&
: .
L
e
200 |
&
i'(Sﬁ';* o ‘
.26 |
&
N
239 ‘
10,90 .
15 | :
G
26,004 ‘.
11,003 | "

10,99

2000

|
I

|



Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyvarakat, dari 21 indikator telah

tercapai sebanyak 21 indikator.

2.1.1.6. Urusan Sosial

Kinerja pembangunan urusan Sosial ditunjukkan dengan 6

indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.6
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Sosial
[ | TARGET | [ . ’
j URUSAN/PROGRAM/ oMy | FEAUSASE | tapcer | REALISASI | sTATUS
| INDIKATOR KINERJA | 2017 2013 ' 12018} CAPAIAN
1 (2016- |
| 2021) — .
| 1 2 [ 3 4 5 6 7
, ; S .. RN SRS
1.6 | Sosial DINSOS
Persentase fakir miskin . 35 23 26 51.63 P
vang diberdayakan |
\
e l e | SO
Persentase PMKS vang 35 23 | 26 75.48
mendapatkan pelayanan .
] sosial
’ Prosentase Penyandang T T a8 A B 929 I A |
, disabilitas yang
| mendapatkan pembinaan
| | dan pelayanan sosial | | . 4
Pclayanan dan pembinaan | 16 16 | 16 16
bag: panti asuhan ‘ ’ .
! I —
[ Meningkatnya pemahaman | 16 30 16 16 [
PSKS dalam penanganan
PMKS serta peran aktif dan .
kepedulian masyaralan
dalam UKS - -
Prosentase analk terlantar 30 30 705
vang mendapat pelayanan .
dan perlindungan sosial . | ) ‘

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Sosial dari 6

indikator telah tercapai sebanvak 6 indikator .

2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk

urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah sebagai berikut

2.1.2.1. Urusarn Tenaga Kerja

Kinerja pembangunan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan

dengan 3 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

< 1§



Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja

—

perempuan dan anak

SEGE

]

4

TARGET [ 1
URUSAN/PROGRAM/ oy (REALSASI | TARGET | REALISASI | staTus
INDIKATOR KINERJA : 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 2017 |
) - 2021) :
1 2 3 4 5 0 ; 7
i e i | DINKOP- ]
2.1 i Tenaga Kerja | NAKER
Cakupan perusshaan yang 16.500 | 100 100 93,8
| membayar sesuai regulass \ i >
‘ Penempatan pencari Kerja 1.440 | 2709 2700 | 5395
; vang terdafltar (jiwa) ! ! ‘
| ; |
Tenaga kerja yang meningkat 100 24MO | 240 Ba6 T
xompetensinyn l ‘
I | WS | I = s
Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan tenaga kerju, dari
3 indikator telah tercapai sebanyak 2 indikator , 1 indikator
akan tercapai.
2.1.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kinerja pembangunan Urusan Pemberdavaan Perempuan
dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan 5 indikator seperti
vang tertuang dalam tabel berikut ini.
Tabel 11.8
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
[ . TARGET & =
. 1
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | MCUR — [REALISAST | pappr | REALISASI| sTaTus
KINERJA (2016- 2017 2018 (2018) ] CAPAIAN
2021) - ,
1 2 3 4 5 ] 6 J 7
2.2  Pemberduynan Perempuen dan Perlindungan Anek ' ‘ DP2ZKBPIA
| Perungkatan Pengetahuan dan N 10 n 7
| Ketrampilan Bagi Perempuan Dalam 27 14 14 ‘
| Mewujudkan Keluarga Sejahtera
‘”Pcmngknun Pemahaman tentang = ———— 10 10 10 -
| Kasetaraan gender dalam a7 ': .
| pembangunan.
| Pemenuhan Hak Anak. 22
' 159 25 wL 25
Meningkatnya penanganan kasus 100 100 100 100 !
pengnduan kekernsan terhadap |

|



{ TARGET

| REALISASI | STATUS
| CAPAIAN

| | URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | AKHIR - IREALISAST | papcpr
KINERJA 3 2018 (2018
j (2016- 2017 | ’
| |08 .. | \
Peningkatan Kapasitas janngan ‘ 100 T 26 42 | 42 i
’ ‘ Kelembagaan Ferempuan dan Anak. |
Menungkatnya Kualitas Hidup dan ' 75 35 45 a5
perlindungan Perempuan. l
Meningkatnya Painahaman Kesstaraan | “ 2 1 1
Gender, Perempuan dan Anak I
ey = Lo 1 )

Dari 7 indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, 7 indikator telah tercapai.

2.1.2.3. Urusan Pangan

Kinerja pembangunan Urusan Pangan ditunjukkan dengan

4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

S

Tabel 11.9
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pangan
[ ] | TARGET |
|| URUSAN/PROGRAM/ ;;‘;gg ' REALISAS! | TARGET | REAUSASI | sTATUS
‘ INDIKATOR KINERJA P 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 2017 |
b - 2021) | | S— !
1 2 3 4 5 T o 7
2.3  Paugau DKP
Persentase desa yang 26,97 19,46 21.35 2135 - =
memiliki Lumbung Pangan .
Masyarakat Desa (LPMD) y
Skor Pola Pangan Harapan 92 89 89.5 869 | : i
Kelompok tani yang 600 100 100 100
meningkat kelas ’
kelernbagaannya
| Balai Penyuluhan yang 21 2 3 3 :
. meningkat kelas .
| kelembagaannya

Mendasarkan kondisi

capaian Kkinerja urusan pangan dari 4

indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator, akan tercapai

sebanyak 1 indikator.

2.1.2.4. Urusan Pertanahan

Kinerja pembangunan Urusan Pertanahan ditunjukkan

dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini
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Tabel 11.10
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanahan

URUSAN/PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016-
2021)

REALISASI

AHUN
2017

3

4

TARGET

2018

REALISAS]

{2018)

STATUS
CAPAIAN

-

7

2.4

Pertanalian

Cakupan permasalahan
pertanahan yang diselesakan

80

100

[ Teriaksananya fasilitasi
penataan, penguassan,
pemilikan, penggunaan, dan
peman{aatan tanah.

100

Tersusunnya Sistem Informas:
Pertanahan

55

| DPU PR & Bag
| Pembangunan

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan pertanahan dari 3

indikator, telah tercapai sebanyak 1 indikater,

akan tercapai.

2.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kinerja

pembangunan Urusan

Lingkungan

dan 2 indikator

Hidup

ditunjukkan dengan 17' indikator seperti yang tertuang dalam

tabel berikut ini.

Tabel 11.11
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

< URUBAN/PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA

TARGET
AKHIR
RPJIMD
(2016-
2021)

REALISAS]
TAHUN
2017

TARGET
2018

1

REALISAS]

(2018)

STATUS
CAPAIAN

2

3

O

Lingkungun Hidup

Luasan RTH publik wilayah
koti/ kawasan perkotaar

1.
|
{

1.437.922 |

|

L_17:3‘2'-"..32::

.
1

1.354.322

%o ketersediaan luasan RTH
publik sebesar 20% dari luasan
wilayah kota/ kawasan
perkoraan

3

I

2,98

3,020

3,11

Jumlah pelaku usaba/kegatan
yung memiliki rokomendasi

atau zin lingkungan

UKL/UPL, kelayakan Amdal, dan

40

40

Prosentase aduan dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan ditindak
| lanjuu

100

100

100

— e e— i .

120

100

Data SDA dan LH

6

—_——

Hasil perhitungan beban
pencemaran yang meliputi

parameter BOD, COD, TSS air
sungal dan waduk

50

50

400

400

1395834

@

|
|
|
|



URUSAN/PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA

TARGET |

hasi u]r kualitas udara ambien
(802, CO, NO2, TSP)

Peningkatan cadangan air tanah

Cakupan wilayah yang
melakukan pengelolaan sampah

mandiri di lingkungan perkotaan |

Persentasi Pengurangan |

persampahan

Pcrscnﬁ??ﬁi;ﬁgku tan
Sampah

Persentasi Poak;lohan TPA

AKHIR  |REALISASI 5
RPIMD TAHUN T";‘OGIT
(2016- 2017
2021) —
SO2 632, CO | 802632, | SO2 632, CO
15000, NO2 | €CO 15000, | 15000, NO2
316, TSP 230 | NOZ 316, | 316, TSP 230
| _TsP230 o
9.240 1015 1540
vah van 12 1 2
19.73 2 | =
6030 |- 5 8.64
68,53 =7 | oa3%

REALISASI
(2018)

STATUS
| CAPAIAN

802 632,
CO 15300,
NOZ 316,
TSP 230
912

Mendasarkan koadisi capaian kinerja Urusan Lingkungan
Hidup dari 14 indikator, telah tercapai sebanyak 12
akan

sebanyak 1 indikator yaitu Persentasi Pengelolaan TPA.

mdikator,

tercapai sebanyak 1 indikator, perlu upava keras

2.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Kinerja pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan

dan Capil ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang
tertuang dalam tabel berikut ini.
Tabe! 11.12
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Capil
: TARGET | [ T
, URUSAN/PROGRAM/ SR | REALISAST | mapapy | peavisast | srartus
INDIKATOR KINERJA 12016 2017 2018 (2018 CAPAIAN
s = 2021 | = - - L
1 2 3 9 5 6 7
Administr.si Kependudukan | BiEBLIe O M
2.6 | dap Pencatatan Sipil f ‘ RERCEEAM
Cakupan penerbitan Kartu i ‘
| Cakupan penerbitan kartu i i ‘
| tanda penduduk o s 5 j
cakupan pener-bitan kutipan | “i ‘ g
akte kelahiran penduduk 85 87 849,51 ‘
usia 0-18th ] | e ol
| Cakupan pener-bitan kutipan l
‘ akte kelahiran dari yumlah 64,50 70 04,84 i E
| pendudulk = |_ = | = ]
Cakupsan pt.mer-hilm\ kutipan 5 6 120
akte kematian ~ ” .
1 Cakupan Kecaumatan vang a2
melaksanakan pencetakan 75 79 ‘
KTP-EL 7 B _

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Administrasi
Kependudukan dan Capil dari 6 indikator, telah tercapal
sebanyak 5 indikator, akan tercapai sebanyak 1 indikator.

2 19=



2.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa ditunjukkan dengan

12

tertuang dalam tabel berikut ini.

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan

Tabel 11,13

Masyarakat dan Desa

|
URUSAN/PROGRAM/ |
INDIKATOR KINERJA !

|

TARGET
AKHIR
RPJMD
(2016-

2021)

2

a |

—

I
|
|

REALISAS]
TAHUN
2017

TARGET
2018

o

2.7

Pemberdayaan Mosyarakat don
Desa

—

| (LPMD/K).

Kemampuan kinerja SDM
Lembaga Pemberdayaan
Musyarakat Desa dan Kelurahan

101

55

Pembangunan infrastruktur desa
vang difasilitasi pelaksanaannya

indikator seperti

yang

|
|
&

REALISAS!
(2018)

()

|

106

STATUS
CAPAIAN

8 |

Q

-

k-c—n'\;mpunn pengelola aset
modal usaha untuk mendukueng
kebutuhan masyarakat

| Jumizah TTG/Inovas: hasil ‘

penelitian untuk meningkatkan

Kesejahteraan masvarakat |
Terlaksansnya lasilitas: |

| penyeienggaraan kegiatan

kepemudaan dan olahraga.

Terlaksananya faslitas; |
penyelonggaraan bantuan hibah,
bantuan aosial dan bantuan

| _keuangan,

pengelola aset modal usaha
untuk mendukung kebutuhan
masyarakat

Maningkatnya kemampuan
pengelola avet modal usaha utk

{
|
Menmngkatnya kemampuan ]
|
|
d
|
mendukung kebutuhan |

H

19

57

masyaraxat |
Meningkatnya kemampuan |
lembega pengelola sarana |
baku dan air bersih bag
masyarakat

Cakupan pemberian stimulan
pembangunan desa/kelurahan

—

133

-

| perempuan

Pengurus PKK Desa/Kelurahan
kemampuannya meningkat,

TErlaksananya Kegiatun
pembinaan organisasi

Mendasarkan

kondisi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

indikator tercapai

Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan.

dan

-20-

capaian

kinerja

dan 12 indikator,

0600 60000000

Urusan

11

I indikator perlu upaya keras, yaitu




2.1.2.8. Urusan

Pengendalian
Berencana

Penduduk

dan Keluarga

Kinerja pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan 14 indikator

seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.14

Capaian Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

URUSAN/PROGRAM/
INDIKATOR KINERJA

] TARGET
AKHIR

| RPJMD
(2016-
2021}

REALISASI
TAHUN
2017

2

3

TARGET
2018

—————— e i

REALISAS!
{2018)

Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Meningkamnya Kualitas Tribina J

Pengelolaan Data dan Informas) |

Program K8

|

—

Meningkatnya Pengelolaan

Data dan laformasi Program KB |

Meningkatnya Pelayanan KB

!

—

77

Pelayanan KB (Peran PPKBD)

Capaian Peserta KB MKJP

—d e

-
I

100

Cakupan Jumlah Kelompok
KRR Yang Akuf

100

40,96

e

—e

Berkembangnys Kelompok PIK
Remajs.

10

STATUS
| CAPAIAN

|

DP2KBP3A

-

7

Cakupan Pemaharman

l

Perempuan dan Remaja tentang |

Narkoba dan HIV/AIDS

Terpenuhinya Dokumen
rumusan kebijakan
kependudukan

40,2}

L&)

100

Meningkatnya Koordinas:
dengan Perangkat Daerah

Menmngkatnya pengelolaun data
dan informas: kependudukan
dan KB

Meningkatnya Pemahaman
terhadap Informas:
Kependuduken dan KB

)

L)

| Meningkatnya Kualitas Tribina

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak

14

incdhikator,

telah tercapai sebanyak 12 indikator, akan tercapai sebanyak 2

indikator,
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| TARGET

URUSAN/PROGRAM,/ | AWIUR  [REALISAST wapger | reauisas: | status
INDIKATOR KINERJA - 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 201
o 2021)
Cakupaun publikasi hasil-Lasil | 100 100 100
pembangunan
Kebijnkan tekmis di bidang | 6 7 5
pemberitaan, pengumpulan |
dan distnbusi inforinaat dan
protokol i | | B

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Komunikasi dan

Informatika dan

6

indikator,

telah tercapai

indikator, akan tercapai sebanvak 1 indikator.

2.1.2.11. Urusan Koperasi dan UKM

Kinerja pembangunan Urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan

sebanyak 5

dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

ni,

Tabel 11.17
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan UKM

| TARGET
AKHIR ~ [REALISA I
URUSAN/PROGRAM/ RPUMD X S TARGET REALISASI STATUS
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 (2018) CAPAIAN
(2016~ 2017
2021) -
1 2 3 4 | 5 6 7 !
—— = B { — )
2.11 | Koperast dun UMKM S i
UMKM yang melaksanaksn po'a 2 2 2 s ——
komitraan .
SDM UMKM yang terlatih 30 1 30 50 i “—— 1
e 50 ) =
Koperasi yang di bina yang |
meningkat nilai kesehatannya | .
| Koperasi dan UMKM yang 0 | n -
| meéngakses kredit | J

i

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Koperasi dan
UMKM dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator.

2.1.2.12, Urusan Penanaman Modal
Kinerja pembangunan Urusan Penanaman Modal ditunjukkan

dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

ni.

%



Tabel [1.18
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penanaman Modal

TARGET 1

| URUSAN/PROGRAM/ Rhonb | EAOR! | TARGET | REAUSASI| STATUS

INDIKATOR KINERJA (2016- 2017 2018 (2018) CAPAIAN
| 2021 A |

1 2 ! - 5 0 7
2.12 Penanaman Modal | DPMPTEP
| |
—————— - A_*-— — = — — . —_—
Rata - rata lama ; 7 7

| | pengurusan perijinan ‘

[ ‘ Pen'ingkatan jumlah tenaga 8500 10.609 3840 | [
kerja bagi perusahaan yang ‘
mempunyai ijin - B o i | v
Peningkaran nilai investasi 1.320.000.000 | 1.27%.387,90 | 1,534.761, .

5,625 KS2 BOH
. Pernnghatan jumlah 606 955 302 | ﬂ‘ =

: _{inveutor S ME—— .
Meningkatnya sarana dau ! ! | ‘
prasarana promosi ‘

Penambahan jumlah i - e |
produk hukum daerah ‘
L | yang pro investasi . x
Mendasarkan kondisi capaian kinerja Penanaman Modal dari
6 indikator, telah tercapai sebanvak 4 indikator,2 indikator
perlu upaya keras yaitu: Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi
perusahaan yang mempunyai ijin dan FPeningkatan jumlab
investor.
2.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kinerja pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah
Raga ditunjukkan dengan 5 indikator seperti vang tertuan g
dalam tabel berikut ini.
Tabel 11.19
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan
Olah Raga
: TARGET = B
URUSAN/ PROGRAM RpoMD | ToANOAS! | TARGET | REALISASI | STATUS
INDIKATOR KINERJA | "S017 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 1

f 2021) SIS S BREES.

[ 1 T 2 | 3 \ 4 | 5 6 7 ‘

i = v | S S 2 | FiLp—

[ 2.13 [ Hepemudaan dan Olahraga | \ DISPORAPAR
Pemuda mendapat penghargaan T 8 ] 8 | 29 :
tngkat Provinsi l |
Jumlah Pernuda dalam il 5 5 { S [

Pengembangan Kepedulian dan
Kepeloporan Pemuda (PKKP) {
B 3 ‘ 17

: Peringikat PORDA

| Bertambahrya Cabang Olahrega

| Bertambahnyas lapangan
| olahraga




Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kepemudaan
Olah Raga indikator, telah tercapai
sebanyak 4 indikator, dan 1 indikator yang perlu upaya keras.

dan sebanyak 5
Indikator yang perlu upaya keras itu adalah :Peringkat
PORDA.

2.1.2.14. Urusan Statistik
Kinerja pembangunan Urusan Statistik ditunjukkan
dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

mni.

Tabel 11,20
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Statistik
TARGET I‘ - ]
URUSAN/PROGRAM/ Q&,’ﬁ% REALIDASL | . fARGET | REALISAS] STATUS
INDIKATOR KINERJA 2017 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 201
= 2021) |
] 2 3 4 5 6 7
2.14 | Statistik DISKOMINFO
i | Dokumen statistik daerah . 7 7 7 -
| yang dipublikasikan 1 _ :
Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Statistik dari 1
indikator, 1 indikator tercapai.
2.1.2.15. Urusan Persandian
Kinerja pembangunan Urusan Persandian ditunjulkkan
dengan | indikater seperti yang tertuang dalam tabel berikut
ini.
Tabel 11.21
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Persandian
TARGET o0 ion =
URUSAN/PROGRAM/ iyl 81 TARGET | REALISASI STATUS
INDIKATOR KINERJA : TAHUN 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 2017
2021)
1 2 3 4 5 0 7
2.15 | Persandian
T«MkWya 1asilitas laysnan 100 100 190 I
| persandian |

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Persandian dari

1 indikator, 1 indikator telah tercapai

2.1.2.16. Urusan Kebudayaan

08



Kinerja pembangunan Urusan Kebudayaan ditunjukkan
dengan 6 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

ini.
Tabel [1.22
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kebudayaan
'1 TARGET |
URUSAN/ PROGRAM/ ritimd REALISASL | TaroEr REALISASI STATUS
INDIKATOR KINERJA o 2018 (2018) CAPAIAN
(2016- 2017
2021} 7 i
1 2 3 a 5 6 -
2.16 | Kebudayaan ! DISDIK-BUD
Budaya tradisi lokal yang 11 b4 H
dilentarikan
— Pronentase benda, situs dan 99 94 B 94
kawasan budaya yang
dilestarikan
Tempat penyelenggarsan 0 » 9
kegiatan seni dan budaya
Pelaku seni budaya yang 49 3 9
dileatarikan dan dikembangkan
Pelnksanann Oelar Sent dan 55 s6 56 '
Budaya
| Event seni dan budaya | 8 4 8 i
S| [ —
Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kebudavaan
dari 6 indikator, 6 indikator telah tercapai.
2.1.2.17. Urusan Perpustakaan
Kinerja pembangunan Urusan Perpustakaan ditunjukkan
dengan 1 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut
ini
Tabel 11.23
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan
Perpustakaan
[ TARGET o - .
| URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR Qgﬁ’; RALOASL | TAROET REALISAS! STATUS ’
KINERJA (2016 017 2018 (2018 CAPAIAN
2021) x
1 2 3 B 5 6 7 l
DISPUS
2.17 Perpustukaan ARSIPDA
Peruingkatan upaya 7 1
‘ pengembangan perpustakaan dan 16875 32.000 69.303 ‘
A‘ budaya gemar memba~s l .

Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Perpustakaan

dari 1 indikator, 1 indikator telah tercapai.

«26 -



2.1.2.18. Urusan Kearsipan

Kinerja pembangunan Urusan Kearsipan ditunjukkan

dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabe! berikut

ini.
Tabel 11.24
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kearsipan
[ TARGET i
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | AKTHR | REALISASI | pupopr | reavisas STATUS
KINERJA 12016- 2017 2018 (2018) CAPAIAN
2021) s
i 2 3 4 5 G 7
DISPUS
I 2.18 | Kearslpan ARSIPDA
Tertibnya penyimpanan arsip % 10 10
dinamis in aktf dari satuan kerja
i Peningkatan pemahaman =
pengelolan kear-sipan bagipejabat % 160 a5
di ingkungan Pemerintah Kab.
L. Boyolali N B = |
Termonitor dan terevaluasinya
pengelolaan kearsipan .
dilinkungan Pemerintah Kab. » 39 o0 ‘II’
| Bayolali | | |
‘ Tertibnya penyimpanan arsip in f ‘ i
l akuf dari satuan kerja ' » i 199 | 1
Mendasarkan kondisi capaian kinerja urusan Kearsipan dari
4 indikator, 3 indikator telah tercapai, i indikator akan
tercapai.
2.1.3. Urusan Pilihan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut ;
2.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan
ditunjukkan dengan 2 indikator seperti yang tertuang dalam
tabel berikut ini.
Tabel 11.25
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan
i - TARGET T‘L”’{
AKHIR | REALISASI : "
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR TARGET REALISAS! STATUS
KINERJA RAJMD TANUN 2018 (2018) CAPAIAN |
{2016~ 2017
2021} ! =
I 2 , 3 4 5 6 | 7
1
3 Urusan Pilihan ‘

3.1 Kelautan dan Perikanan DISNAKKAN
Meningkatnya produksi ikan {ton) 27644 29.027 47,162 i
Meningkatnya produk olahan 6 0
hign (] 63 6 7

<O




Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Kelautan dan
Perikanan darn 2

indikator.

indikator,

2.1.3.2. Urusan Pariwisata

telah

tercapai

sebanyak 2

Kinerja pembangunan Urusan Pariwisata ditunjukkan

dengan 9 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

Kelompok Sadar Wisata

11

ini.
Tabel 11.26
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pariwisata
| I TARGET T_-" =
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR Rromy | FEAUSASL | tarcET | REALISAS! STATUS
KINERJA GOAE. it 2018 {2018) CAPAIAN
2021) e
1 2 3 “+ 5 6 7
DISPO
3.2 Pariwisate RAPAR
B Mcmnﬁ?ﬁxya Jumlah . - SR
Kunjungan Wisatawan 435057 439.417 650.521 ‘
| Nusantara, o L
Meningkatnya Jumlah TR
Kunjungan Wisatawan 2020 2.041 1.218 Z E
Mancanegara. LD
Prosentase sarana dan prasarana |
pariwisata yang layak g 60 65 | 65 .
Potensi wisata yang akan o 1 ' ) ] Y
dibangun menjadi obyek wisata | I ‘
Prosentase peningkatan jumlah ; | <
pelaku usaha panwisata 3 f 3 ‘ 3 ’
= | : .,
Cakupan Sarana Promosi ! '
Pariwisata yang dikembangkan 100 100 100 .
Kerjasama Promosi antar daerah 2 2 2 ’
! Desa Wisata 4 5 8 .
| .
e — + e l--

Mendasarkan kondisi capaian kineria Urusan Pariwisata dari
9 indikator, telah tercapai sebanyak 8 indikator, akan tercapai

sebanyak 1 indikator,

2.1.3.3. Urusan Pertanian

ini.

Kinerja pembangunan Urusan
dengan 25 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

- 28 -

Pertanian ditunjukkan




Tabel [1.27
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pertanian

[ TARGET | [
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR | :g"&% | REAnoN | TARGET REALISAS! STATUS
| 2 | »
KINERJA . (2016- | 2017 2018 (2018) CAPAIAN
B | 202y |
1 2 3 I + 5 8] 7
3.3 Pertanian DISTAN
|
——— . e ——— —_——
';:Z‘:“k" pangan utama (Ton) : | 2017007 260,147 287.524 f E
Produksi pangan lainnya : ; w !
LS | ]
| | - Jugung | 142507.08 136,400 146,011 | ‘ f
=== =i
| | - Kedelai 71000 | €795 | 3204 /\
p— ' - ——e - - f —
“ Produkai tanaman hortikultura
| utema
' Pepuya 127260 122.412 214,441 i
| e — / — - —
Cabo 116656 112211 259973 ‘j
 — - Aehey ! _—
Bawang Merah J181s 30.603 75.061 ‘
- l
E Jahe . 10870.65 10.457 25,113 T :
« Kencur 1749825 16,832 18,1148 ‘
. —— {
‘ Jumlah produksi tanaman
| | perkebunan : ' ‘
| | i o n
| - Congie | 434,07 33078 | ss3.ss i |
—_— 'g l —_— - - .“
Kops 282,945 1333 368,65 ‘
Kelapa 4008.28056 4.813,54 2.781,71 { %
- Tembakau 36742 4.5%21.,35% 4.718,42
Tebu 2A1779.4 31311 20.380,17 f \\
| - Lada | 20.79 20,95 12,8
| —k — : | o
[ | |
Atsies | 15.75 51,82 62,6
1 1 | | _
T | =" | ‘ 1 - l
\ ’ Velume perdagangan produk 122823268515 | 756545 l 155.717
usaha pertanian {
= Cakupan petani yang mendapat | |
pelatithan, bantuan, registrasi 1188 083 1.040
= kebun dan sertifikat mutu .
Menmngkatnya produks: daging 8250 8.295 13,294 ‘
E Meningkatnys produlkai susu (kilo 46976 47.226 49.537 i
liter)
o ! - s S
Pertambahan populasi ternak 312131 314.116 338,312
L sapl, kambing dan domba el 4 )




TARGET
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR é‘gﬁi m;.mmsx TARGET REALISAST STATUS
KINERJA 3016 b 2018 (2018) | CAPAIAN
2021) T‘ -
Sapi potong 87500 88.050 %0311 | f
~ —

Sapi perah 86910 B7.44E 92,856 | i
Kambing dan domba 137721 138 £21 146,145 | ‘

| 39000 38.000 20.000

' Pengobalan ternak ;
‘ 850 900 1.240

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Pertanian dari

25 indikator, telah tercapai sebanyak 19 indikator, akan
tercapai sebanyak 6 indikator,

2.1.3.4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya

Mineral ditunjukkan dengan 1 indikator seperti yang tertuang

dalam tabel berikut ini.

Tabel 11,28
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
. TARGET
, URUSAN/PRCGRAM/ INDIKATOR | AXHIR | REALISASE | py\pqer REALISAS! STATUS
i KINERJA 2016. 2017 2018 (2018) CAPAIAN
2021)
| 1 2 3 a s 5 7
Energl dan Sutmmber Daya T
3.4 Minersl DLH
= —— -
Terbangunnys sumber Energi Unit 25 e
Baru terbarukan i

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Energi dan

Sumber Daya Mineral sebanyak 1 indikator, telah tercapai
sebanyak 1 indikator,.

2.1.3.6. Urusan Perdagangan

Kinerja pembangunan Urusan Perdagangan ditunjukkan

dengan 5 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut

ini,

- 30-




Tabel 11.29
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perdangangan

3.5 Pordagungan | DISDAG- PERIN

, 7
: . |
|

[ . | TARGET ' - [ [ =
URUSAN/ PROGRAM/ Q}fjﬁg REALISASI TAHUN | TARGET | REALISASI I STATUS |
INDIKATOR KINERJA ; (2016- 2017 2018 (2018) ‘ CAPAIAN
= | _2031) -
| 1 2 IT 3 4 ' 5 [ 5 ' 7
[ { —
|

r

Meningkatnya sarpras
perdugangan yang representatif 78 RO 174
(toko, kios, los, kantor, MCK, "

TP8, mushola, dll)

Pendapatan retribust pasar

daerah yang dikelola Pamkab 5.050.159.000 5.089.335 6.468.436
Hoyolali

Lokasi pedagang pasar, PKL dan 10 15 15
Asongan yang tertib dan tertata )
/>

Polaku usaha dan konsumen
yang difasilitasi pemerintah PRs . & 006
daeruh dalam rangka S 4200 i
L perlindungan konsumen

Nilni ekspor bareng (USD)}

200000 143325 143.325

Mendasarkan kondisi capaian kirerja Urusan Perdagangan
dari 5 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator, akan
tercapai sebanyak 1 indikator.

2.1.3.7. Urusan Perindustrian

Kinerja pembangunan Urusan Perindustrian ditunjukkan
dengan 4 indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut
ini.

Tabel 11.30
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Perindustrian

r" ' TARQET T =

URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR Q,‘,‘:,”J{% R¥ALDAB: | Tapasr REALISAS! STATUS
KINERJA . b 2018 (2018} CAPAIAN
(2016- 2017
- 2021) NP |
) 2 3 4 5 6 1 7
|2, el — |
3.6 | Porindustrian | DISDAGPERIN

Bemaiin berkembangnya iKM
90 158 210

!
i Meningkatnya penerapan teknolog: = |+ =
dan ntandart produk industri 60 163 180 ‘

dacrah ‘

Meningkatnya nilai tambah dan 90 a5 60 i
daya saing produk unggulan

Pombentukan Kawasan o 1 0
peruntukkan industri

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Urusan Perindustrian
dari 4 indikator, telah tercapai sebanyak 3 indikator, dan 1
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indikator yang perlu upaya keras. Indikator yang perlu upaya

keras itu adalah: Pembentukan kawasan peruntukan industri.

2.1.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Evaluasi

kinerja

penyelenggaraan

urusan pilihan adalab sebagai berikut :

2.1.4.1. Perencanaan

Kinerja pembangunan

pemerintahan

untuk

Jrusan Penunjang Pemerintahan

bidang perencanaan ditunjukkan dengan 19 indikator seperti

yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.31

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang Pemerintahan
Bidang Perencanaan

budava

Kajian rencana pengembangan
praserana wilayah dan sumber
daya alam

W

TARGET |
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR Q,ﬁﬂ; REALISASL | TARGET | REALIGASI STATUS ’
KINERJA (201é- 2617 2018 (2018) CAPAIAN
| 2021) —
i 2 3 ‘ 5 6 f 7
| =
4 . Fungs! Penunjang | |
1
4.1 Perencanaan | SETDA, BP3D
Dokumen RKPD dan RPIMD 2 2 2 ‘
Dokumen Renja dan Renstra PD [ ,J = Z i |
Tersusunnya DEP usulan kegiatan 2% ar 2% ‘
Kecamatan/Kelurahan = :
b —— - — S,
Tersusunnya Profil Kelurahan P 6 a f
l»— 4 - —— e e = + e r——— “
? Dokumen Evaluasi ‘ 2 2 2 '
’ .
[ okumen laporan | =Y
Pertanggungiawaban S S S ‘
| 1 Tersusunnya dokumen KUA PPAS ‘ 2 | 2 2
| areD - % |- i
| Terverifikasinya RKA S8KPD 1 100 | o8 1655 |
Tersusunnya dokumen 9 2 3
perencanaan tata ruang i
| Dokumen data/informasi AR
pembangunan daerah yang 4 4 4
dipublikasikan P S|
Rumusan Kebyakan/kajan teknis
perencanaan pembangunan 2 3 3
| ekonomi - matired
Rumusan kebijakan/kajian teknis
perencanaan pembangunan sosial K 5 s
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EUNBORER ———- ——— ’

~ | TARGET

1

{ URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR |  AKHIR REALISASL | TARGET | REALISAS! STATUS

| KINERJA ks e 2018 (2018) CAPAIAN
] 2021) B o)

Tersusunnya studi data =
infrastruktur dan potensi rawan ! 1 1
bencana ; ¥

Rumusan kebijakan /kajian teknis
perencanaan pembangunan

5 S 5
prasarana dan sumber daya alam 15 15 ! ‘
(proposal) :
Rumusan kebjakan teknis

\

| peréencanaan pengernbangan 5 5 0 ‘ ]

| permukiman perdesaan = 5 . B | |
Rumusan kebigakan teknas | 1 } \
perencanaan pengembangan ar | 1 |
minum/air bersih dan sanitam 3 2 e | . ‘

———————— SIS (E— + —
Kerjasama pembangunan dacrah 5 | 3 3
yang di-implementasikan

Cakupan pcningk:l‘m
Kemampuan teknis aparatur
pPErencans

-

Mendasarkan kondisi capaian kinerja Perencanaan dari 19
indikator, telah tercapai sebanyak 17 indikator, akan
tercapai secbanyak 1 indikator dan 1 indikator yang perlu
upaya keras. Indikator yang perlu upaya keras itu adalah
Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan
pemukiman perdesaan.

2.1.4.2, Keuangan

Kinerja pembang.unan Urusan Penunjang Pemerintahan
bidang keuangan ditunjukkan dengan 6 indikator seperti yang
tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.32
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang
Pemerintahan Bidang Keuangan

TARGET
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR g:fd“h% RoAoa™ | TARGET | REALISAsI STATUS
KINERJA (2016- 2017 2018 {201 8) CAPAIAN '
| 2021 - ’
1 2 a P 5 6 7
4.2  Keuangan ‘ BKD
} S , S
‘ Sgg?"mb‘ha“ kerugan daeruh (Rp. | | sovo 4800 | 2050000 i
) | .
| Bertambahnya PAD 276.667.608 | 30543832 | 36“'7033'03
Peningkatan PAD per tuhun . 10,244 28,770.916 | 95.777.137 ‘
25.707 986 10.399 12.220

Opin: BPK atas laporan ] WTP WTP wTP i
Terlakksananya evaluasi pengelolaan - - . ‘

keuangan daerah

3%



Mendasarkan kondisi

capaian kinerja keuangan dari

indikator, telah tercapai sebanyak 6 indikator.

2.1.4.3. Kepegawaian dan Diklat

6

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan

Bidang Kepegawaian

dan

Diklat ditunjukkan dengan 7

indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.33
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang
Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat

URUBAN/PROGRAM/ INDIKATOR
KINERJA

TARGET ’

AKHIR

RPMD

(2016
2021)

REALIBASI

TAHUN
2017

TARGET
2018

| REALISAS!
(2018)

STATUS
CAPAIAN

— 7= -

e —

4.3

2

3

4

Kepegawalan, Pendidikan
dan Pelatiban

Prosentase pejabat struktural
vang telah lulus pendi-dikan
dan pelatthan kepemimpinan
| sesuai tingkatan

80,25

Prosentase Aparatur yang
memiliki sertifikasi pendidik-
an dan pelatihan teknis sesuai
bidang tugasnya

95,9

6,00

Prosentase PNS yang
mempunyai latar belakang
pendidikan yang sesuai
dengan tugas vang menjadi

| tanggung jawabnya

ﬂ.
:

77

78,00

85,19

Prosentase penyelesaian
Kasus-kasus kepegawaian

—— —

Q0

——

90

63,27

Prosentase pegawai yang
memperoleh keputusan
pensiun tepat waktu

100

100

96,46

|

Cakupan tingkat ketaatan
aparatur terhadap peraturan
kepegawaian

100

100

80,79

Terluksananya pengadaan
pakaian dinas aparatur

beserta perlengkapannya

100

100

68,53

>I>D

Mendasarkan kondisi capaian kinerja bidang kepegawaian dan

diklat dari 7 indikator, telah tercapai sebanyak 4 indikator

dan 3 indikator akan tercapai.

2.1.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang Pemerintahan

Bidang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan dengan 2

indikator seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini.

Y

]
< ~
3
o

[

)

l
1




Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

. Tabel 11.34
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang

Terbangunnya TechnoPark

i TARQET |
URUSAN/PROGRAM/ INDIKATOR Q:»\m% R%‘dgﬁ’” TARGET | REALISASI STATUS
h 5 ;
KINERJA (2016. 2017 2018 (2018} CAPAIAN
2021} i
1 2 l 3 4 5 ' 6 7
Penelitiau dan
44 | oo el BPAD
. ; o ) o % 5 5 e
Inovast hasil penelitian untuk
| meningkatkan kesejahteraan ‘
\ masyarakat
[ 0 0 0 1 ‘ Bl

| 4.5 }nwu.mw

Mendasarkan kondisi capaian kinerja bidang penelitian dan
pengembangan dari 2 indikator, telah tercapai sebanyak 1

indikator, 1 indikator perlu upaya keras, yaitu : Terbangunya

Technopark,

2.1.4.5. Fungsi Lainnya

Kinerja pembangunan Urusan Penunjang
Pemerintahan untuk Fungsi Lainnya ditunjukkan dengan 24
indikator seperti vang tertuang dalam tabel berikut ini,

Tabel 11.35
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Penunjang

Pemerintahan untuk Fungsi Lainnya

—

— — v ———

1
1) Kesokretariatan DPRD
]

SETWAN

Teriakcsananya
layanan [asilitasi
DPRD Dalam
melaksnnakan
fungsinya yaitu
Legialatif,
Penganggaran dan
Pengawasan

100

100

2

Penyusunan

| Kebijakan,

Koordinasi
administratif dan
Peluyanan

SETDA, BP3D, ‘
DINAS KOMIN FO

Persentase produk:
hukum/regulasi
daerah yang
dihasilkan
berdasar kan

prolegda

90

175

——

Cakupan
ketersediaan
data/informas:
jabatan

100

100

=35
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Terwujudnys
Kapasitas Sumber

!

Daecrah,

capaian kinerja dan
keuangan Perangkat

. = telah tercapai

2.2,

tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Daya Aparatur % 100 100
Perangkat Dacrah.

Terwujudnya

pengembangan

sistem pelaporan % 100 100

A

A- akan tercapai ‘ = perlu perhatian/upaya keras

Mendasarkan kondisi capaian kinerja fungsi lainnya dari 24

indikator, telah tercapai sebanyak 21 indikator, ! indikator yang

akan tercapai

dan 2

indikator perlu upaya keras, yaitu

Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta

kepegawaian dan Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan

Perangkat Daerah .

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Program

Rekapitulasi capaian indikator kinerja program dari hasil

Tabel 11.26
Rekap Capaian Indikator Kinerja Program per Urusan
CAPAIAN KINERJA
s on s ~UMLAH
e, FRaAN INDIKATOR an PERLU | TIDAK ADA
TERCAPAI UPAYA KEGIATAN
TERCAPAI KERAS TH. 2018
Urusan Waith Pelavanan Dasar
1 Pendidikan 17 10 7
2 Kesehatan 54 40 3 1
Pekerjaan Umum dan 19 14 3 2
Penataan Ruan
a Perumahan Rakyat dan 2 1 1
Kawasan Permukiman
5 Ketertiban Umum dan 21 21
Perlindungan Masy. |
& | Sosial 9 a : |
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar i
1
1 Tenaga Kerja 3 3 .
2 PP dan PA 7 7
3 Pangan 3 1 2
4 Pertanahan 3 1 2
) Linglkungan Hidup 14 12 1 1
6 | Administrasi Kependudukan & 6 5 1
Capil
7 | Pemberdes 12 11 1
8 Pengendalian Pendudule & KB 14 12 2
9 | Perhubungan 6 6 -

A7



CAPAIAN KINERJA
NO URUSAN u:gl’;b\uTga PERLU | TIDAK ADA
e | rorcann | s | T mors
10 | Komunikasi dan Informatika 6 5 1
11 | Koperasi dan UKM 4 4 -
12 | Penanaman Modal 6 4 2 2
13 | Kepemudaan dan OR 5 4 - X
§ 14 | Staustik 1 1 ) 1
15 | Persandian 1 1 )
16 | Kebudayaan 6 6
17 | Perpustakaan 1 1 @ =
18 | Kearsipan 4 3 1 *
Urusan Pilihan B
1 Kelautan dan Perikanan v g 2 -
2 Pariwisata 9 8 1
3 Pertanian 25 19 6
4 Kehutanan - -
5 Ex'xcrgi dan Sumber Dava 1 \
Mineral
Perdagangan 5 Bl 1
7 Penndustrian 4 3 - 1
8 | Transmigrasi i -
Urusan Penunjang Pemenntahan _
1 Perencanaan 19 17 i i
2 | Keuangan —6 6 -
3 Kepegawaian dan Diklat 4 3
4 | Penelitian dan Pengembangan 2 1 . 1
5 Fungsi Lainnya 24 21 1 2
TOTAL 325 265 37 13 -
Presentase 100% 81,54 11,38 4 -
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah yang masih

dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan

2. Cukup  banyaknya

disebabkan terbatasnya

lapangan

kenja,

jumlah pengangguran

yang

jurnlah
tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja,

dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai

dengan pasar kerja;

3. Belum tercukupinya kebutuhan air baku;
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4. Masih adanya masyarakat yang belum terlayani energi

listrik;

5. Masih rendahnya peran UMKM sebagai salah satu
penyangga dan penggerak perekonomian daerah,
terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan

modal, serta kualita's produk;

6. Belum memadainya penyelenggaraan pendidikan
ditunjukkan dengan sarana prasarana pendidikan
yang belum sesuai standar nasional, tenaga pendidik
belum seluruhnya memiliki sertifikat dan berkualifikasi
S1/DIV, kualitas iulusan siswa dikmen dan diksus belum
sesuai tuntutan pasar kerja, selain itu masih banyaknya
siswa miskin yang belum menerima bantuan siswa rniskin;

7. Masih cukup rendahnya derajat kesehatan
masyarakat terutama terkait kematian ibu dan bayi, balita
dengan gizi buruk, dan penyakit menular:

8. Perlu peningkatan pelayanan infrastruktur dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi pengembangan
pariwisata dan pengurangan kemiskinan.Permasalahan

lainnya terkait dengan:

2.4, Isu Strategis Pembangunan Daerah
Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerab di
Kabupaten Boyolali, maka dapat dirumuskan isu strategis
pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 sebagai
berikut:
1. Isu Pembangunan Infrastruktur yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan

a. Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar
Tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi

tidak sebanding dengan pembangunannya, perlunya
penambahan infrastruktur untuk memperlancar akses
perekonomian di perkotaan dan pedesaan, hal ini perlu
upaya prioritas penyelesaiannya agar memberikan
dampak positif pada pengurangan beban mobilisasi
sumber-sumber produksi di wilayah penghubung antar
desa antar kecamatan. Isu infrastruktur lain yang perlu

mendapatkan perhatian adalah rasio kecukupan jaringan
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irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan
bangunan irigasi serta kurangnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaanirigasi,

Isu Strategi Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan
Sosial

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali memerlukan
ketersediaan peningkatan infrastruktur penunjang dan
sosial berupa sarana transportasi, perhubungan, air
bersih, energi. Antara lain melalui pengembangan dan
pembenahan sarana transportasi publik dan infrastruktur
penunjang lainnya. Pembebasan tanah untuk
pembangunan aksebilatas jalan baru juga menjadi hal
penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan
berefek pada koneksitas antar wilayah vang semakin kuat
untuk mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat
dan kesenjangan antar wilayah. Kondisi lain vang perlu
mendapatkan penanganan adalah infrastruktur energi,
Jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas
masyarakat dan mempertahankan fungsi Ruang Terbuka
Hijau (RTH) serta menambah ketersediaan RTH untuk
menjaga kualitas lingkungan hidup.

Guna mewujudkan keseimbangan pembangunan fisik
dan non fisik sebagai mediator antara sistem ekonomi dan
sosial dalam kehidupan manusia masyarakat Boyolali juga
mermerlukan pembangunan infrastruktur sosial antara lain
infarstruktur pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan
dan penunjang penyelesaian masalah sosial antara lain

panti asuhan dan'panti jompo.

Isu Strategis Penataan Ruang

Pesatnya permchonan alth fungsi lahan oleh
masyarakat, pengembangan sarana prasarana transportasi
umum (jalan tol dan bandara) dan pengembangan
kawasan kota di wilayah regional. Menjadi hal vang tidak
mudah bagi pemerintah daerah untuk mengijinkan
setiap permohonan alih fungs: lahan karena perlu
mempertimbangkan kebijakan tata ruang Kabupaten

- 40 -



Boyolali. Sehingga perlu komitmen bersama untuk
mewujudkan pengelolaan penggunaan lahan secara efektif
dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan dan
pengembangan kawasan pertanian dalam rangka
keamanan dan ketahanan pangan.

Disamping itu untuk mempertahankan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) diperlukan
penyediaan regulasi yang disesuaikan dengan kondisi riil
yang ada.

d. Isu Strategis Peningkatan Penyediaan Perumahan

Belum  memadainya penyediaan sarana dan
prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya
rumah yang tidak layak huni.

2. Isu Strategis Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Akuntabel dan
Demokratis

a.

Isu Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas Data dan
Informasi ‘

Transparansi Informasi dengan mengoptimalkan penggunaan
teknolog informasi (TI) diharapkan dapat meningkatkan
akuntabilitas publik berbasis akurasi data. Pelayanan E-
government menjadi kebutuhan bagi tata  kelola
pemerintahan, dan arsip daerah. Isu pendataan informasi
pembangunan daerah dan penataan pengendalian ruang
berkontribusi pada transparansi dan  akuntabilitas
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis
akurasi data.

Isu Peningkatan Implemeritasi Regulasi, Standar Pelayanan
dan Pemanfaatan Hasil Kajian.

Selama kurun 2016-2021, di Kabupaten Boyolali
memerlukan ketersediaan regulasi/kebijakan daerah yang
tepat dan berbasis akurasi data serta diimplementasikan di
setiap aspek pembangunan.
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[su Peningkatan Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur
Penyelenggaran Negara

Perlu penyediaan regulasi kepegawaian (rekruitmen,
penetapan, mutasi maupun promosi) supaya mendukung
gerakan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN} dan
budaya kerja, serta kualitas pelayanan publik.

Isu Peningkatan Kelembagaan, Tata Organisasi, dan
Pendayagunaan Sumber Daya Organisasi Yang Efektif Dan
Efisien.

Perlunya penyediaan regulasi sesuai dengan kebutuhan
implementasinya terkait penataan organisasi perangkat
daerah. Kebutuhan 'pcngembangan crganisasi pemerintah
daerah mengikuti rasionalitas kebutuhan layanan. Apabila
suatu perangkat daerah bertambah besar beban tuntutan
pelayanannya, dimungkinkan adanya pemisahan organisasi
atau pemekaran wilayah kerja pelayanan organisasi.

!su Peningkatan Kepastian Penegakan hukum dan
Penghormatan HAM

Mengantisipasi dan melindungi masyarakat dar
ketidakpastian hukum dan pelanggaran HAM antara lain
melalui revolusi mental dalam mewujudkan masyarakat yang
tertib, aman, dan mendapatkan perlindungan jaminan
kesejahteraan sosial serta penegakan hukum sebagai upaya
mencegah fenomena paham radikalisme berupa terorisme
yang telah bertransformasi menjadi ancaman dan kekacauan
wilayah, serta antisipasi terhadap peredaran narkoba yang

mengancam produktivitas dan moralitas generasi muda.

Isu Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Isu Kemampuan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah
secara efisien dan akuntabel menjadi strategis untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan
wajib dasar dan efisiensi belanja. Di samping itu juga
dibutuhkan upaya untuk penertiban aset daerah dan juga
transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan
daerah.
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¢. Rasio pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana

pemerintahan dan pelayanan pubiik

Kecukupan sarana pemerintahan dan pelayanan publik
sesuai rasio tuntutan kebutuhan peiayanan menjadi 1su
strategis karena mendukung pencapaian kinerja pelayanan
publik prima. Olck karena itu penambahan fasilitas
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan
publik perlu menjadi bagian penguatan tata kelola
pemerintahan yang efektf.

3. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Daerah

a.

d.

Isu Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Dunia Privat Bersifat
Strategis.

KAD dapat dijadikan sarana untuk menyerasikan dan
mensinergikan potensi antar daerah. Kerjasama antar daerah
dan kerjasama dengan dunia usaha berperan strategis untuk
meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran
pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal, pemecahan
masalah lingkungan dan sumber daya publik, seperti
persampahan dan air Isu Peningkatan Derajat Keamanan,
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Demokrasi.

Isu kondusivitas daerah

Isu ini mengingatkan pentingnya kondisi daerah yang tertib,
aman, tidak banyak gangguan masalah sosial, akan
menciptakan kondisi kota yang ramah investor, sehingga

meningkatkan daya saing daerah.

Isu Daya Saing Daerah dari Sumber Daya Manusia

Isu-isu dari bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, kesetaraan gender dan pemuda dan olahraga
berkontribusi menyiapkan kualitas sumber daya manusia
untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk

perkembangan inovasi daerah.

lsu Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian,
Perdagangan, Industri dan Pariwisata

Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, perdagangan,
industri dan pariwisata yang memadai akan membuka akses

pasar bagi produk-produk unggulan daerah meliputi sektor
SlRs



pertanian, perikanan, Industri keci! menengah (IKM), dan
pariwisata sekaligus membuka peluang investasi di bidang
industni.

Isu Pengembangan Dunia Usaha.
Isu pengembangan dunia usaha berkontribusi terhadap
peningkatan daya saing, kreativitas, kualitas dan kuantitas
produk dari pelaku usaha khususnya UMKM dalam memasuki
era persaingan global antara lain diberlakukannya Pasar
Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai
Tahun 2016.
Isu Pengembangan Potensi Pariwisata dan Budaya
Pariwisata menjadi dimensi prioritas pembangunan sektor
unggulan di RPJMN Tahun 2015-2019. Pariwisata juga
menjadi isu strategi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
dan menjadi pricritas arah pengembangan potensi wilavah di
Jawa Tengah. Tantangan bagi Kabupaten Bovolali adalah
memadukan tantangan nasional dan tantangan Provinsi Jawa
Tengah di bidang pariwisata dengan misi Bupati terpilih
Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Dari analisis isu yang
dilakukan, tantangan bidang pariwisata di Kabupaten Boyolali
adalah mengembangkan industri pariwisata berbasis
pengembangan hasil pertanian dan berwawasan keberlanjutan
lingkungan atau pengembangan pariwisata hijau.
Pengembangan agrowisata dan atau agropolitan menjadi isu
strategis. Selain itu juga pengembangan pariwisata berbasis
seni budaya. Pengembangan seni budava selain bermakna
sebagal potensi wisata, juga berfungei melestarikan nilai-nilai
jati diri sebagai komunitas yang mewarisi tata nilai adat
khusus dari nenek moyang bangsa. Isu strategis dalam
pengembangan pariwisata berbasis nilai seni budaya adalah
memasyarakatkan di 1‘<alangan generasi muda kebanggaan jati
diri sebagai pewaris nilai-nilai adat budaya nenek movang dan
mengemas pemasarannya secara tepat di  tengah arus
komodifikasi nilai-nilai budaya luar. Potensi pariwisata dan
kebudayaan di Kabupaten Boyolali yang perlu dikembangkan
adalah pelestarian situs warisan budaya dan bangunan cagar
budaya, termasuk peninggalan sejarah dan situs-situs wisata
religi.
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4. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Daerah, sebagai representasi negara, merupakan
aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab memenuhi hak
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar
kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah dapat menggandeng swasta untuk
memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-
elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat
untuk menciptakan pemerataan.

a. Isu Perkembangan Ke